SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS -
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun
2017, telah diatur mengenai Pemberian Bantuan Sosial Untuk
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian Bantuan
Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia pada
Tahun Anggaran 2018, Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan:;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 193
Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota .
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin;
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13.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrmmstram
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tenténg
Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 /PMK 05 / 2009 tentang
Sistem Akuntansi Hibah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial,

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Program Asistensi Lanjut Usia;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Standar Nasional Sumber Daya Manusia -Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial,

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, :

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan
Sosial;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;



Menetapkan :

\

24 Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pembinaan

Lembaga Kesejahteraan Sosial;

25 Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan
Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,;

26 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem .

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

27 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data
Terpadu;

28 Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang

Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi;

29 Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian

Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi
Lanjut Usia,;

30. Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2017 tentahg

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
BAGI LANJUT USIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun
2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75017) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan pada ayat (i) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi :

Pasal 8

(1) Permohonan Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) berupa :

a. surat permohonan Bansos PKD bagi Lansia;
b. surat pernyataan Calon Penerima Bantuan;
c. fotokopi Kartu Keluarga; dan
d. dihapus.

(2) Surat Permochonan Bantuan dan Surat Pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
sebagaimana tercantum dalam Form 1, Form 2, Form 3 dan
Form 4 Lampiran [ Peraturan Gubernur ini.



2. Di antara BAB XVI dan BAB XVII disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB XVIA dan diantara Pasal 40 dan Pasal 41, disisipkan
é (.skatu) Pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai
erikut : ‘ '

BAB XVIA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40A

Khusus pencairan Bansos PKD bagi Lansia pada Tahun Anggaran
2018 yang telah dianggarkan pada saat penetapan APBD Tahun
Anggaran 2018, proses verifikasi dan validasi calon penerima
bantuan, penyampaian permohonan dan pemberian rekomendasi
atas Bansos PKD bagi Lansia dapat dilakukan setelah penetapan
APBD Tahun Anggaran 2018 dan sebelum proses pencairan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta _
pada tanggal 25 April 2018 .

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 75008 '

Salin
KEPALA BJRQeH
PROVINSI

estiai dengan aslinya
HISUWVNSEKRETARIAT DAERAH
AP RAH. NS IBUKOTA JAKARTA,

341994032003
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